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Di dalam perkembangan dan pertumbuhan yang masih sangat muda dan singkat maka kel ahiran/munculnya
viktimologi dari bagian kriminologi masih merupakan dan menimbulkan pelbagai tanggapan dari para
ilmuwan/para ahli. Di antaranya muncul ungkapan dari Separonic yang menulis bahwa"if victims are only
those suffering from criminal act or offences, victimology will a part of the crime problem and
consequently, a discipline, within criminology or as B. Mendel sohn suggested, a science parallel to it or the
reverse of criminology”. Sedangkan kepustakaan kriminologi telah diperkaya dengan pemikiran-pemikiran
mengenai masalah korban mulai tahun 1940 dari Von Hentig sampai dengan tahun 1960 dengan pemikiran-
pemikiran dari Mendelsohn dan Schaffer. Ditambah dengan hasil seminar Internasional tentang korban
kejahatan yang telah beberapa kali diselenggarakan. Dengan kenyataan-kenyataan ini, maka timbul suatu
pertanyaan apa yang menyebabkan perhatian kita dan parailmuwan beralih ke pihak korban. Jawabannya
memang tergantung dari aspek mana kitaingin melihatnya. Bilamana beberapa saat yang lampau kita telah
terlalu banyak menyoroti peranan pelaku kejahatan baik dilihat dari segi kesalahan maupun dalam usaha
untuk mencegah terjadinya kejahatan ataupun meringankan penderitaannya. Maka sebagai hal-ha yang
menyebabkan beralihnya pandangan kita terhadap peranan si korban adalah sebagai yang pertama
diungkapkan bahwa si korban acapkali mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya kejahatan
misalnya dalam pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya.

Hal kedua yang perlu diketahui jugs bahwa bukan hanya pelaku sgja yang diperhatikan hak-haknya tetapi
diperhatikan Pula hak--hak si korban. Sehubungan dengan hal ini maka ada suatu pendekatan yang
dilakukan dengan mengetengahkan bahwa bukan saja banyak korban yang tidak mengetahui hak-haknya
tetapi ternyata mereka takut atau mungkin tidak dapat melaporkan kejadian yang menimpanya. Dalam hal
ini korban kejahatan tidak hanya korban dari kejahatan konvensional, misalnya : pembunuhan, perkosaan,
penganiayaan dan pencurian tetapi juga mencakup kejahatan non-konvensional antaralain : terorisme,
pembaj akan, perdagangan narkotika, kejahatan melalui komputer dan lain-lainnya. Adapun pembicaraan
yang kini menghangat adalah korban yang meliputi pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan secara
melawan hukum kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan umum. Mari uraian-tersebut di atas terlihat bahwa
pembahasan tentang masalah korban akan sedemikian luas lingkupnya sehingga perlu dipelgjari secara
mandiri melalui ilmu pengetahuan yang disebut viktimologi. Dan perlu dipahami pula bahwa korban-korban
itu ada kemuagkinan bisaterjadi karena negaraikut berperan/bersalah; dalam hal ini maka negara perlu
memberikan kompensasi ( compensation ) kepada si korban di samping kemungkinan adanya restitusi (
restitution ) kepada si korban dari si pelaku. Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat
terwujud dalam 2 bentuk :

1). di mana negara merasa turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa karena tidak mampu melindungi
korban dari ancaman si pelaku.

- Wujud kompensasi itu dapat berupa fasilitas pengobatan secara cuma-cuma
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- mengganti penghasilan yang hilang

- mengganti biaya pemakaman

- penggantian karena cacat badan

- biaya penasehat hukum untuk membela kepentingan korban.

2). negara ( instansi resmi ) memang bertanggung jawab atas terjadinya korban, misalnya dalam hal bentuk
korban karena penyal ahgunaan kekuasaan umum; penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, kerugian dalam hal
pencemaran lingkungan.

Untuk hal restitusi maka untuk memperol ehnya dikaitkan dengan putusan pengadilan, Bentuk-bentuk
kerugian pada dasarnya sama dengan diuraikan dalam hal kompensasi. M asalahnya adalah bageimana bila
pelaku tidak mau/ tidak mampu membayar restitus tersebut. Dalam hal ini...



